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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K ABUPATEN PASER

Alamat : JI. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Gregot , 76251
& Email : b

com com

Nomor : 747 /PM.00.02/K.KI-05/08 /2024 Tana Paser, 15 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 halaman
| Perihal : Imbauan
Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
di -

Kabupaten Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota.




B. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah 'Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;

1. Pasal 14 poin berbunyi KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib;

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan
kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

g. mengelola Barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan
KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
Provinsi;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j- menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat
Kabupaten /Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari
setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan

l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Pasal 193A ayat 2 berbunyi Ketua dan/atau anggota KPU

Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua

belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan
denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2019 ;

1. Pasal § ayat 1 berbunyi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan

pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas

Kabupaten/Kota memastikan ;

a;

7a

pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu
dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman;
pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon
sesuai dengan prosedur;

ketersediaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen
persyaratan calon;

waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kebenaran
persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur;
petugas pendaftaran pasangan calon bersikap netral dan tidak
berpihak;

petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran;

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan
dan tanggapan masyarakat atas pasangan calon; dan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan
sengketa Pemilihan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.




D. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal pendaftaran pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, bersama ini Bawaslu
Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk tidak
melakukan perbuatan melawan hukum pada proses pendaftaran calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser dengan pelaksanaan sesuaij
Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota sebagaimana
terlampir.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

=

NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Arsip




